
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia T'ah urul 945; 

2. Undang-Undang Nornor 61 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nornor 19 Tahun 
1957 ten tang Pernbentukan Daerah-daerah 
Swatantra Tingkat I Surnatera Barat, Jam.bi clan Riau 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 
Nornor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nornor 12, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3495); 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR RIAU, 

a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang 
Sekolah Menengah Atas Negeri clan Sekolah Menengah 
Kejuruan Negeri serta Pendidikan Khusus telah ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang 
Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah 
Kejuruan Negeri serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau; 

b. bahwa untuk kelancaran, efektifitas, terarah dan 
bersinerginya pelaksanaaan penerimaan peserta didik baru 
pada jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri serta Pendidikan Khusus di 
Provinsi Riau, maka Peraturan Gubemur Riau Nomor 14 
Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada 
Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri serta Pendidikan Khusus di 
Provinsi Riau perlu dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik 
Baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan 
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta Pendidikan 
Khusus di Provinsi Riau; 

Mengingat 

Menimbang 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2021 

TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH 
MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 

SERTA PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINS! RIAU 

PERATURAN GUBERNUR RIAU 
NOMO  TAHUN 2021 

GUBERNUR RIAU 
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3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 430 l); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); - 

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan clan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5157); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses 
Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955); 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 
Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada 
Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 
Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 6); 
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( 1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta 
didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
huruf a dilakukan secara terbuka. 

(2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta 
didik baru se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan oleh Dinas Pendidikan bagi : 
a. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

Daerah; dan 
b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang 

menerima dana bantuan operasional sekolah. 
(3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta 

didik baru dilakukan paling lambat minggu keempat 
bulan Juni. 

(4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta 
didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai 
berikut: 
a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan 

jenjangnya; 
b. tanggal pendaftaran; 
c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur 

afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, 
dan/ a tau jalur prestasi; 

Pasal 18 

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat {4) huruf d diubah, 
sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: 

PPDB melalui jalur zonasi se bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta 
didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang 
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

Pasal 9 

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai 
berikut: 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 
Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada 
Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah 
Kejuruan Negeri serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau 
(Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 14) diubah 
sebagai berikut : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG 
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG 
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH 
MENENGAH KEJURUAN NEGERI SERTA PENDIDIKAN 
KHUSUS DI PROVINS! RIAU. 

Pasall 

MEMUTUSKAN: 
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(2) Dinas Pendidikan wajib memiliki kanal pelaporan untuk 
menenma laporan masyarakat terkait pelaksanaan 
PPDB. 

Pasal 30 

(1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan 
perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun 
pelajaran kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas 
Pendidikan. 

5. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 30 
berbunyi sebagai berikut: 

4. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 20 

(1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru 
kelas 10 ( sepuluh) SMA dilakukan dengan 
memperioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke 
sekolah dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan 
oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 

(2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan 
sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, 
maka seleksi untuk pemenuhan kuota/ daya tampung 
terakhir menggunakan usia peserta didik yang le bib tua 
berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan 
lahir. 

3. Ketentuan Pasal 19 ayat ( 1) diubah, sehingga Pasal 19 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 19 
(1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

16 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan 
mekanisme dalam j aringan. 

(2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan menggunggah dokumen yang 
dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman 
pendaftaran yang telah ditentukan. 

(3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB 
dilaksanakan melalui mekanisme luarjaringan dengan 
melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan 
sesuai dengan persyaratan. 

(5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta 
didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilakukan melalui papan pengumuman sekolah 
maupun media lainnya. 

d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 10 
(sepuluh) SMA atau SMK sesuai dengan data 
rombongan belajar dalam Dapodik dan/ a tau usulan 
Kepala Satuan Pendidikan; dan 

e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi 
PPDB. 
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BERITA DAERAH PROVINS! RIAU TAHUN 2021 NOMOR: 

MASRUL KASMY 

Diundangkan di Pekan baru 
Pada tanggal.
Pj. SEKRETARr·· 

Ditetapkan di Pekanbaru 
pada tanggal, 
ERNUR RIAU, 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Gubernur rm dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Riau. 

Pasal II 

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada 
sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan 
masyarakat di wilayahnya. 

Pasal 32 

6. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi 
sebagai berikut: 

dalam 
http:// 

pelanggaran 
lam an 

(3) Masyarakat dapat melaporkan 
pelaksanaan PPDB melalui 
disdik.riau.go.id. 
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